BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 5£& TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Menimbang :

Mengingat

DI KABUPATEN BERAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau,
bangunan rumah/gedung atau fasilitas lainnya yang dibuat
untuk budidaya Sarang Burung Walet harus mendapat ijin
Kepala Daerah;

. bahwa Budidaya Sarang Burung Walet wajib dilengkapi Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL - UPL) Serta Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Berau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)
Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kabupaten Berau.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2004 Nomor 4);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BERAU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG JENIS
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL) SERTA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN
BERAU.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I angka 5 huruf B Peraturan Bupati Berau Nomor 30
Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL - UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
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NO JENIS USAHA KEGIATAN BESARAN
WAJIB UKL-UPL SPPL
5 BIDANG PETERNAKAN
B. Budidaya Sarang Burung Walet | 2 Ha < Luas lahan < 5 | Luaslahan < 2 Ha,

Ha, dan/atau 2.000 m2< | dan/atau atau

Luas bangunan < | Luas bangunan <
10.000 m? 2.000 m?

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

2017

Dlundangkan di Ta_nJung Redeb
22 Dese ™ per 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 56



